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Jual beli kredit merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan 
hak kepemilikan suatu benda yang di dahului dengan akad dan 
penyerahannya sejumlah uang muka (DP) yang telah di tentukan. 
Praktik jual beli kredit menggunakan uang muka (DP) tersebut terjadi 
di Toko elektronik Sony Desa Bungkuk Kecamatan Marga 
Sekampung Kabupaten Lampung Timur, di mana praktik tersebut 
terjadi antara pemilik toko elektronik Sony dengan pembeli. Praktik 
jual beli kredit barang elektronik tersebut dalam penerapannya apabila 
dalam 3 bulan angsuran tidak dibayarkan maka uang muka (DP) akan 
dihapuskan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang 
elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkuk Kecamatan Marga 
Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan 
hukum Islam tentang praktik penghapusan uang muka tersebut. 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 
penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di 
toko elektronik Sony Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung 
Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum 
Islam terhadap penghapusan uang muka tersebut.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung 
dilakukan di lapangan pada toko elektronik Sony Desa Bungkuk 
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahap editing 
dan sistematisasi data. Dan analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik 
penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di 
toko elektronik Sony Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung 
Kabupaten Lampung Timur apabila pembeli tidak sanggup membayar 
angsuran selama 3 bulan maka uang muka yang dibayarkan itu 
terhitung hangus dan otomatis masa angsuran-nya diperpanjang. 
Dalam tinjauan hukum Islam hal yang seperti ini tidak diperbolehkan 
apabila tidak ada kesepakatan di awal akad antara pihak penjual dan 











                              
                          
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 
 Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
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A. Penegasan Judul 
Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan 
Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit". Untuk menghindari kesalah 
pahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah 
penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain : 
1. Tinjauan Hukum Islam 
Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 
mempunyai arti pandangan atau pendapat. Secara istilah 
tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 
kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan 




Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang 
kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas dilakukan di 
dalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara 
langsung oleh wahyu, misalnya:  kewajiban sholat, zakat, 
puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas dalam 
Al-Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru 




2. Uang Muka 
Uang muka (panjar) dalam bahasa Arab adalah 
‘Urbun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) 
dalam bahasa Arabnya yakni, Urbaan (األربان), ’Urbaan 
 Secara bahasa artinya yang jadi .(األربون) dan Urbun (العربان)
transaksi dalam jual beli. Berkata penulis kitab Al Misbah Al 




                                                             
1 Alwi Hasan dan Dendi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra, ed. (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2002). 
2 Siti Mahmudah, Historisitas Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-
Karim), ed. (Yogyakarta: LkiS pelangi Aksara,2016), 197. 
3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ed. (Jakarta: Raja 






3. Jual Beli Kredit 
Jual beli kredit secara bahasa ialah membagi-bagi 
sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian 
yang terpisah.
4
 Sedangkan secara istilah adalah transaksi jual 
beli dengan system bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu 
tertentu dengan thaman yang relatif lebih tinggi dibanding 
thaman dengan system bayar cash.5 
Berdasarkan beberapa  penjelasan di atas  dapat 
disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah meninjau 
dari segi hukum Islam mengenai praktik penghapusan uang 
muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit 
di toko elektronik Sony Desa Bungkuk Kecamatan Marga 
Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual, selalu 
berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam 
berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dengan yang 
lain sering terjadi interaksi. Dalam memenuhi kebutuhannya 
manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan 
oleh Tuhannya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam 
pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu 
sama lain, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota 
masyarakat adalah suatu jalan yang adil. 
Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil 
itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-
perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, 
syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam 
mu’amalah, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma 
yang tepat maka akan menimbulkan bencana kerugian dan 
kerusakan dalam masyarakat. Islam adalah agama yang mengatur 
seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang 
                                                             
4 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, ed. 
(Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997), 370. 







berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan 
sesama manusia seperti di dalam pelaksanaan jual beli atau 
perniagaan. 
Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang 
dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari’ah Islam 
atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia 
usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual 
beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan 
manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan 
harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan 
manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itu, setiap praktek 
mu’amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai 
keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta 
unsur-unsur penipuan. 
Di Desa Bungkuk Lampung Timur kebanyakan penjual 
yang melakukan jual beli dengan sistem pembelian secara tunai 
dan secara kredit, dengan ketetapan harga yang telah disepakati. 
Salah satunya di toko elektronik Sony yang menerapkan jual beli 
secara kredit, Jual beli secara kredit merupakan mekanisme jual 
beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) 
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dimana penjual 
harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli 
dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun 
tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.
6
 
Jual beli kredit pada saat ini dilaksanakan di toko 
elektronik Sony Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung 
Kabupaten Lampung Timur, dimana praktik tersebut terjadi antara 
pemilik toko elektronik Sony dengan pembeli. Praktik jual beli 
kredit barang elektronik tersebut dalam penerapannya pembeli 
akan memberikan uang muka (panjar) kepada penjual sebagai 
tanda jadi dan mengangsur sisa pembayarannya sesuai dengan 
perjanjian diawal. 
Namun dalam penerapannya diduga pihak penjual 
(pemilik toko elektronik) akan melakukan penghapusan uang 
                                                             
6Moch. Daryah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, ed. 






muka (panjar) secara sepihak kepada pembeli barang elektronik 
yang mengalami kredit macet atau tunggakan dalam cicilan 
pembayaran. Maksudnya pihak penjual akan menghapus uang 
muka apabila pembeli menunggak cicilan pembayaran lebih dari 3 
bulan dengan adanya penambahan waktu kredit, sedangkan dalam 
akad tidak ada perjanjian tersebut. Semestinya adanya kejelasan 
terlebih dahulu kepada pembeli terhadap kerugian yang akan 
ditanggung jika menunda pembayaran cicilan tersebut, agar tidak 
merugikan salah satu pihak.  
Dengan demikian, praktik penghapusan uang muka akibat 
keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit yang dilakukan 
oleh toko elektronik Sony di Desa Bungkuk Kecamatan Marga 
Sekampung Kabupaten Lampung Timur membuat peneliti tertarik 
untuk mengkaji dan menganalisa apakah praktik tersebut 
diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam. Oleh sebab itu 
peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 
Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran 
Dalam Jual Beli Kredit (Studi Di Toko Elektronik Sony Desa 
Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung 
Timur)”. 
C. Fokus Penelitian 
Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan 
diteliti lebih terarah, maka penulis dalam penelitian ini fokus pada 
tinjauan hukum Islam tentang praktik penghapusan uang muka 
akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik penghapusan uang muka dalam jual beli 
kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa 
Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung 
Timur ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik 






elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkuk Kecamatan 
Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ? 
E. Tujuan Penelitian   
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa 
permasalahan diatas sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui praktik penghapusan uang muka dalam 
jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa 
Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung 
Timur. 
2. Untuk mengetahui praktik penghapusan uang muka dalam 
jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa 
Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung 
Timur ditinjau dalam hukum Islam. 
F. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 
wawasan dan pemahaman mengenai pandangan hukum Islam 
tentang penghapusan uang muka akibat keterlambatan 
pembayaran dalam jual beli kredit. Serta diharapkan dapat 
memperkaya khazanah pemikiran dari segi hukum Islam 
khususnya civitas akademik Fakultas Syari’ah Jurusan 
Muamalah. 
2. Secara praktis  
Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir  
guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari’ah UIN 
Raden Intan Lampung. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  
Adapun tinjauan pustaka yang terdapat sebagai informasi 
dari penulisan penelitian adalah:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Suryono fakultas 
Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung yaitu 
berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang 
Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan". Hasil 






jual beli pesanan mobil bekas pada dasarnya sangat 
bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada 
yaitu perjanjian tidak ditulis dengan secara detail serta tidak 
adanya kerelaan dari pihak pembeli yang sudah dibayar pada 
saat akad sehingga terjadinya uang muka (panjar) tersebut 
hilang atau hangus. Dalam praktiknya yaitu penjual 
bermuamalah dengan lisan dan tulisan di atas materai 6000 
akan tetapi penjual tidak menjelaskan konsekuensi terhadap 
pembeli dalam melakukan akad yaitu bahwasanya apabila 
tidak melanjutkan uang muka atau membatalkan perjanjian 
dalam jual beli mobil maka uang muka hangus, perjanjian 
tersebut hasilnya tidak sah dalam perjanjian akad jual beli 
dalam Islam sehingga merugikan salah satu pihak.
7
 
Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan dalam 
penelitian penulis adalah tentang praktik penghapusan uang 
muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit, 
dimana praktik tersebut tanpa adanya akad di awal. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Maghfuroh fakultas 
Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 
yaitu berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang 
Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan". 
Hasil penelitian ini adalah sesuai dengan akad yang telah 
disepakati bahwa antara pembeli dan penjual pada saat 
melakukan transaksi, pembeli bersedia memberikan uang 
muka (panjar) sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di 
Saras Catering, dan menyebutkan pesanan barang dengan 
kriteria tertentu jika pembeli membatalkan pesanannya (tidak 
jadi membelinya) maka uang muka menjadi milik penjual. 
Akan tetapi uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk 
apa-apa dalam arti belum dipakai untuk dibelanjakan, maka 
status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan catering 
yang dibatalkan di Saras Catering tersebut tidak sah menurut 
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 Berdasarkan hal tersebut, maka yang 
membedakan dalam penelitian penulis adalah tentang praktik 
penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran 
dalam jual beli kredit, dimana uang muka (panjar) akan 
dihapus karena pembeli telat untuk membayar cicilan dan 
praktik tersebut tanpa adanya akad di awal. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Setopanggalih fakultas Agama 
Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu berjudul, 
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) 
Dalam Akad Sewa Menyewa". Hasil penelitian ini adalah 
Praktik penerapan sistem uang muka (DP) di Mukti Ayu 
Group merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Namun 
pemilik boleh meminta uang pembayaran yakni uang muka 
sebagai tanda jadi. Hal ini dilakukan ketika ijab dan qobul 
untuk mengikat penyewa agar tidak berpaling ke penyewa 
lain. Jika penyewa membatalkan persewaan tersebut maka 
uang muka akan hangus/hilang. Sesuai dengan akad yang 
telah disepakati antara pemilik dengan penyewa pada saat 
melakukan transaksi, penyewa bersedia memberikan uang 
muka sebagai tanda jadi berdasarkan paket yang dipilih. Jika 
penyewa membatalkan persewaan maka uang muka menjadi 
milik pemilik persewaan alat pesta. Meskipun uang muka 
belum dipakai pemilik untuk apa-apa, sistem sewa menyewa 
di Mukti Ayu Group tidak sah dalam hukum Islam dan juga 
golangan ulama berpendapat menurut Hanafiyah, Malakiyah, 
dan Syafi’iyah bahwa jual beli urbun hukumnya fasid (rusak), 
namun akad transaksinya tidak batal karena dalam jual - beli 
seperti ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, 
karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya.
9
 
Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan dalam 
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penelitian penulis adalah tentang praktik penghapusan uang 
muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit, 
dimana uang muka (panjar) akan dihapus karena pembeli telat 
untuk membayar cicilan dan praktik tersebut tanpa adanya 
akad di awal. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian   
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 
research), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan 
dilapangan atau diresponden.
10
 Melakukan penelitian 
dilapangan untuk memperoleh data atau informasi dengan 
mendatangi secara langsung objek yang bersangkutan. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
adalah bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian 
yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat 
mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 
kelompok  tertentu dalam proses penyederhanaan data 
penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi 
yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa 
adanya yang terjadi dilapangan.  
 
2. Sumber Data Penelitian 
a. Data primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan 
organisasi. Data primer dianggap lebih baik dari data 
sekunder, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data 
primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Data 
primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, 
seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 
kepada responden.Yaitu kepada pemilik toko, karyawan 
dan pembeli. 
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b. Data sekunder 
Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang 
informasi yang  menjelaskan dan membahas tentang data 
primer. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai data 
pendukung yang berhubungan dengan data penelitian. 
Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis 
adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian 
yang penulis lakukan, diantaranya yaitu: Al-Qur’an, 
hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-
literatur lainya yang mendukung.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal 
yang paling penting dilakukan dalam suatu penelitian, sebab 
tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Maka 
untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
a. Metode Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 
cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap 
suatu objek penelitian.
11
 Observasi dilakukan secara 
langsung terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan. 
b. Metode Wawancara (Interview)  
Metode wawancara merupakan metode  pengumpulan data 
dengan cara dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan 
langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada 
informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak 
mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview 
dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden 
yang terdiri dari pemilik toko, karyawan dan pembeli, serta 





                                                             







c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah  suatu langkah mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah foto, dokumen rapat, dan agenda. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Popolasi 
bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari 
tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek 
atau objek itu.
12
 Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah pemilik toko, karyawan dan pembeli barang 
elektronik Sony di Desa Bungkuk Kecamatan Marga 
Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 
14 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik toko, 3 orang 
sebagai karyawan, dan 10 orang pembeli dalam 2 bulan 
yang salah satunya ada 5 orang yang diduga uang muka 
nya di hapuskan. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut.Untuk itu sampel yang 
diambil harus betul-betul representative (mewakili). 
Sampel juga merupakan sebagian atau wakil populasi yang 
akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling yaitu data yang memiliki kelompok 
subjek didasari atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang 
dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri 
dan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.
13
 
Dikarenakan kasus uang muka yang dihapuskan hanya 5 
orang jadi sampel nya adalah 9 orang yang terdiri dari 1 
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orang pemilik toko, 3 orang sebagai karyawan, dan 5 orang 
yang diduga uang muka nya di hapuskan. 
 
5. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam 
memperoleh data atau angka ringakasan dengan menggunakan 
cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data 
yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data 
primer atau data sekunder, langkah-langkah pengolahan data 
yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) 
Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data 
yang telah dikumpulkan tersebut cukup lengkap dan sesuai 
atau relevan dengan masalah yang dikaji.
14
 
b. Sistematika data (systematizing) 
Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap 
data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara 
sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi 
data yang diperoleh. 
c. Penandaan data (coding)  
Penandaan data adalah pemberian kode atau mengubah 
keterangan ke dalam bentuk angka dan karakter. 
6. Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkam maka langkah 
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar 
dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data digunakan data 
kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada 
dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban 
terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan 
adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan 
gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan 
                                                             







secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 
bersifat deskriptif dan cenderung analisis. 
Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya 
khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari 
peristiwa tersebut ditarik generalisasi  yang bersifat umum. 
Metode ini  digunakan dalam membuat kesimpulan tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan penghapusan uang muka 
akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan adalah penelitian skripsi ini ada 
5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, terdapat 
halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, 
persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata 
pengantar dan daftar isi.  
Pada bab pendahuluan berisi penegasan judul, latar 
belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 
relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Pada bab dua landasan teori yaitu berkaitan dengan fiqih 
muamalah, jual beli, jual beli kredit menurut fiqh Islam, dan jual 
beli bayar di muka (ba’i al- 'urbun).  
Pada bab tiga atau laporan penelitian tedapat gambaran 
umum lokasi penelitian dan penyajian fakta data penelitian, serta 
data tentang praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan 
pembayaran dalam jual beli kredit. 
Pada bab keempat analisis penelitian yaitu berisikan 
analisis data penelitian dan temuan yang ada dilokasi penelitian 
tersebut yang berkaitan dengan praktik penghapusan uang muka 
dalam jual beli kredit barang elektronik Sony di Desa Bunguk 
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.  
Pada bab lima atau penutup memuat tentang simpulan dan 
rekomendasi hasil-hasil penelitian, kemudian pada bagian akhir 
berisi daftar rujukan, lampiran, daftar pernyataan wawancara, 






A. Jual Beli (Al-Bai’) 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli (al-bai‟) secara etimologi atau bahasa adalah 
pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli 
merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari 
dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan 
membeli. 
1
Sementara secara terminologi fiqh jual beli disebut 
dengan al-bai‟ yang berarti menjual , mengganti, dan menukar 
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal  al-bai‟ dalam 
terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian 
lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan 
demikian, al-bai‟ mengandung arti menjual sekaligus 
membeli atau jual beli.  
Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. 
Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa 
jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara 
tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan 
barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan 
membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar 
tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. 
Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan 
tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, 
seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar 
menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan 
seperti bangkai, debu dan seterusnya.  
Adapun menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 
Hanabilah, bahwa jual beli (al-bai‟), yaitu tukar menukar 
harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan 
kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum 
                                                             







Ekonomi Syariah, bai‟ adalah jual beli antara benda dan 
benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.
2
  
Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi‟ 
al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah 
pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan 
menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh 
syara‟. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran 
harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan 
milik dengan ganti yang dibenarkan. Menurut Abu 
Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli 
merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan 
dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara‟, 




Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar 
menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab 
Mugni al-Mukhtaj mendefinisikannya: 
 ُمَقابَ َلُة َماٍل َعَلى َوْجٍو ََمُْصوصٍ 
"Pertukaran harta dengan harta dengan cara 
tertentu"4 
Berdasarkan pemaparan berbagai definisi tersebut, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar 
menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan 
uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad 
tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek 
jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang 
pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci 
dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari 
masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli 
tidak sah. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai bagian dari mu‟amalah mempunyai 
dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur‟an, Al-Sunnah dan 
telah menjadi ijma‟ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual 
beli bukan hanya sekedar mu‟amalah, akan tetapi menjadi 
salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling 
tolong menolong sesama manusia. 
a. Dasar dalam Al-Qur‟an  
1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 
              
“Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba” 
Surat Al-Baqarah ayat 282 : 
              
“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”      
   
2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 
                 
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 
(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. 
 
3) Firman Allah dalam surat Al-Nisa‟ ayat 29 
                        
                     






“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
b. Dasar dalam Al-Sunnah 
Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain 
adalah sebagai berikut: 
1) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa‟ah bin 
Rafi‟ al- Bazar dan Hakim 
َأىُّ اْلَكْسِب  –صلى اهلل عليو وسلم  –ُسِئَل َرُسوُل اهلِل 
ُروٍر"َأْطَيُب   َأْوأَْفَضُل َقَل : "َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه و ُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ
“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah 
seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling 
baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang 
dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan 
setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur 
tanpa diiringi kecurangan)”.5 
 
2) Rasulullah Saw. Bersabda: 
صلى -َعْن ُسْفَياَن َعْن َأىِب ََحْزََةَعِن اْلََْسِن َعْن َأىِب َسِعيٍدَعِن النَِّبى 
ُدوُق الَ  –اهلل عليو وسلم  ِم ُُ َمَع النَِّبيى َُ قَاَل : التَّاِجرُالصَّ
َهَداءِ  يِق َُ والشُّ دى  َوالصى
“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi 
S‟aid dari Nabi Saw, bersabda : pedagang yang jujur 
dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) 
dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada‟.6 
 
 
                                                             








Sementara legitimasi dari ijma‟adalah ijma‟ ulama 
dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan 
disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli 
sebagai mu‟amalah malalui system barter telah ada sejak 
zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan 
memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya 
tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat 
merugikan salah satu pihak.
7
 
Selain itu ulama telah sepakat bahwa jual beli 
diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan 
mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan 
orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 
orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan 




3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), 
orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma‟kud 
ilaih (objek akad).9 Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa 
rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal 
yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang 
diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan 
barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah 
dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti 
ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak 
yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. 
Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, 
yaitu : para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), 
sighat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, 
dan nilai tukar pengganti barang. 
 
 
                                                             
7 Ibid, 25. 
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Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :    
a. Penjual dan Pembeli 
Syaratnya adalah: 
1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau 
bodoh tidak sah dalam jual beli. 
2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), orang yang 
melakukan jual beli dengan jalan suka sama suka. 
3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang 
mubazir itu ditangan walinya. 
Firman Allah Swt.: 
                   
        
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang 
ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja.” 
(An-Nisa: 5) 
 
4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil 
tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah 
mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut 
pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan 
berjual beli barang yang kecil-kecil; karena jika tidak 
diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan 
kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak 
akan menetapkan peraturan yang mendatangkan 
kesulitan kepada pemeluknya. 
b. Uang dan Benda yang dibeli 
Syaratnya yaitu : 
1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh 
dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang 
atau bangkai yang belum disamak. 
2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang 






tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti 
menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang 
dalam kitab suci. 
3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu 
barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang 
membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan 
yang masih berada ditangan yang merampasnya, 
barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu 
mengandung tipu daya (kecohan). 
4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, 
kepunyaan yang diwakilinya, atau yang 
mengusahakan. 
5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si 
pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-
sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi 
kecoh mengecoh. 
c. Lafaz Ijab dan Kabul 
 Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya 
jual barang ini sekian.” Kabul adalah ucapan si pembeli, 
“Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” 
Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual 
beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw 
dibawah ini : 
َااْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاٍض . رواه ابن حبان    اَّنَّ
“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama 
suka.” (Riwayat ibnu Hibban).10 
 
 Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui 
dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan 
suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini 
pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, 
Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat 
bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat 
                                                             







kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa 
hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu 
saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas 
untuk mewajibkan lafaz. 
 Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu 
diwajibkan memenuhi beberapa syarat : 
1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah 
satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang 
lain dan belum berselang lama. 
2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) 
walaupun lafaz keduanya berlainan. 
3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang 
lain, seperti misal, “Kalau saya jadi pergi, saya jual 
barang ini sekian.” 
4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti 
sebulan atau setahun tidak sah. 
Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli 
tersebut dianggap tidak sah.
11
 
d. Nilai Tukar (Harga Barang) 
 Terkait masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh 
membedakan ats-tsaman dengan as-si‟r. Menurut mereka, 
ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si‟r adalah 
modal barang yang seharusnya diterima para pedagang 
sebelum dijual ke konsumen. 
 Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para 
pedagang adalah ats-tsaman. Para ulama fiqh 
mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman sebagai berikut : 
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas 
jumlahnya. 
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara 
hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu 
kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian 
(berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. 
                                                             






3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling 
mempertukarkan barang (al-muqa‟yadhah), maka 
barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 
diharamkan syara‟, seperti babi dan khamar, karena 
kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara‟.12 
Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu 
syarat terpenuhinya akad (syurut al-in‟iqad), syarat 
pelaksanaan jual beli (syurutal-nafadz), syarat sah (syurut al-
sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzum). Adanya 
syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual 
beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua 
belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.
13
 
a. Syarat Terpenuhinya Akad (syurut al-in‟iqad) 
Syarat in‟iqad adalah syarat harus terpenuhi agar akad 
jual beli dipandang sah menurut syara‟. Apabila syarat ini 
tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di 
kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat 
in‟iqad ini. 
Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk 
keabsahan jual beli: 
1) syarat berkaitan dengan „aqid (orang yang melakukan 
akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua yaitu : 
pertama, aqid harus berakal yakni mumayyiz. Maka 
tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan 
anak yang belum berakal (belum mumayyiz). 
Hanafiah tidak mensyaratkan „aqid harus baligh. 
Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak 
yang mumayyiz (mulai umur tujuh tahun), hukumnya 
sah. Kedua, „aqid (orang yang melakukan akad) harus 
berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad 
yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua 
pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan 
oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang 
                                                             
12 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 
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masih dibawah umur dengan harga pasaran. Hal ini 
oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang 
berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. 
2) syarat berkaitan dengan akad itu sendiri, syarat akad 
yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai 
dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang 
diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat 
perbedaan antara qabul dan ijab misalnya pembeli 
menerima barang yang tidak sesuai dengan yang 
dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak 
sah. 
3) syarat berkaitan dengan tempat akad, adalah ijab dan 
qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab 
dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli 
tidak sah. 
4) syarat berkaitan dengan objek akad (ma‟qud alaih), 
adalah sebagai berikut barang yang dijual harus 
maujud (ada), barang yang dijual harus mal 
mutaqawwim (bisa diambil manfaatnya), Barang yang 
dijual harus barang yang sudah dimiliki, Barang yang 




b. Syarat Pelaksanaan Jual Beli (syurutal-nafadz) 
Untuk pelaksanaan jual beli diperlukan dua syarat 
sebagai berikut : 
1) Kepemilikan atau Kekuasaan, kepemilikan adalah 
menguasai sesuatu dan mampu men-tasarufkan-nya 
sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan 
oleh syara‟. Sedangkan wilayah atau kekuasaan 
adalah kewenangan yang diberikan oleh syara‟ 
sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad 
yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat 
dilangsungkan. 
2) Pada benda yang dijual (mabi‟) tidak terdapat hak 
orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan 
                                                             






objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka 
akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. 
Dilihat dari segi syarat nafadz ini, jual beli dapat 
dibagi kepada dua bagian, yaitu : Pertama, jual beli nafidz 
(bisa dilangsungkan) yaitu jual beli yang rukunnya syarat 
in‟iqad dan syarat nafadz-nya terpenuhi. Kedua, jual beli 
mauquf (ditangguhkan) yaitu jual beli yang rukunnya dan 




c. Syarat Sah Jual Beli (syurut al-sihhah) 
Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat 
umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat 
yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli 
tersebut dianggap sah menurut syara‟. Secara global akad 
jual beli harus terhindar dari enam macam „aib: 
1) Ketidakjelasan (jahalah), yang dimaksud disini 
adalah ketidakjelasan yang mendatangkan 
perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. 
Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu : pertama, 
ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisya, 
macamnya, atau kadarnya menurut pandangan 
pembeli. Kedua, ketidakjelasan harga. Ketiga, 
ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga 
yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal 
ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad 
menjadi batal. Keempat, Ketidakjelasan dalam 
langkah-langkah penjaminan. 
2) Pemaksaan (al-ikrah), adalah mendorong orang lain 
(yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan 
yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam: 
Pertama, paksaan absolute yaitu paksaan dengan 
ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau 
dipotong anggota badannya. Kedua, paksaan relative 
yaitu paksaan yang lebih ringan, seperti dipukul. 
Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap 
                                                             






jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid 
menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut 
Zufar. 
3) Pembatasan dengan waktu (at-tauqit), yaitu jual beli 
dengan dibatasi waktunya. Seperti:”Saya jual baju ini 
kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. 
Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena 
kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi 
waktunya. 
4) Penipuan (gharar), yang dimaksud disini adalah 
penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang 
menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air 
susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya 
paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila ia 
menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya 
lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka 
termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila 
gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka 
ini membatalkan jual beli. 
5) Kemudaratan (dharar), Kemudaratan ini terjadi 
apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin 
dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan 
kepada penjual, dalam barang selain objek akad. 
Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, 
yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya 
terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal 
itu merugikan penjual. 
6) Syarat-syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang 
ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang 
bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam 
syara‟ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki 
oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. 
Seperti, seseorang menjual rumah dengan syarat ia 
(penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa 
tertentu setelah terjadinya akad jual beli.
16
 
                                                             






d. Syarat Mengikatnya Jual Beli (syurut al-luzum). 
Untuk mengikatnya (luzum-nya) jual beli disyaratkan 
akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang 
membolehkan kepada salah satu pihak untuk 
membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar 
ru‟yah, dan khiyar „aib. Apabila didalam akad jual beli 
terdapat salah satu dari jenis khiyar ini maka akad tersebut 
tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, 




4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 
Jual beli yang dilarag dalam syariah cukup banyak. 
Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut : 
a. Terlarang sebab Ahlian (Ahli Akad) 
Tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh: 
1) Jual beli orang gila, Ulama fiqih sepakat bahwa jual 
beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, 
seperti orang mabuk. 
2) Jual beli anak kecil, Ulama fiqih sepakat bahwa jual 
beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak 
sah, kecuali dalam perkara-perkara sepele. 
3) Jual beli orang buta, dikategorikan sahih menurut 
jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat 
(diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama 
Syafi‟iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia 
tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang 
baik. 
4) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi‟iyah dan 
Hanabilah,jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada 
keridhaan ketika akad. 
5) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik seorang tanpa 
seizin pemiliknya. 
6) Jual beli orang yang terhalang, terhalang karena 
kebodohan ataupun sakit. 
 
                                                             






b. Terlarang sebab Sighat 
Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau 
masih diperdebatkan oleh para ulama antara lain: 
1) Jual beli Mu‟athah, adalah jual beli yang telah 
disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang 
maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. 
2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, disepakati 
ulama fiqih bahwa jual-beli melalui surat atau utusan 
adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat 
atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika 
qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak 
sah. 
3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati 
keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan 
khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. 
Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada 
dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami 
dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad 
tidak sah. 
4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, Ulama 
fiqih sepakat bahwa jual beli ini sah sebab tidak 
memenuhi syarat in‟iqad (terjadinya akad). 
5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, hal 
ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. 
6) Jual beli Munjiz. adalah yang dikaitkan dengan suatu 
syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan 
datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama 
Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama. 
c. Terlarang sebab barang jualan (Ma‟qud „Alaih) 
Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian 
ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan 







2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti 
burung yang ada diudara atau ikan yang ada di air 
tidak berdasarkan ketetapan syara‟. 
3) Jual beli gharar, jual beli yang mengandung 
kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab 
Rasulullah Saw. bersabda yang artinya “Janganlah 
kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli 
seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad). 
4) Jual beli barang yang najis dan terkena najis, Ulama 
sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, 
seperti khamar. 
5) Jual beli air, disepakati bahwa jual beli air yang 
dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan 
ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama 
Madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah 
melarang secara mutlak. 
6) Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul), menurut 
ulama Hanafiyah jual beli seperti itu adalah fasid, 
sedangkan menurut jumhur batal sebab akan 
mendatangkan pertentangan diantara manusia. 
7) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), 
tidak dapat dilihat. Menurut ulama hanafiyah, jual beli 
seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-
sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika 
melihatnya. Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah 
menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah 
membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan 
mensyaratkan 5 macam, yaitu: harus jauh sekali 
tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan 
pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, harus 
meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, 
penjual tidak boleh memberikan syarat. 
8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama hanafiyah 
melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan 






dibolehkan. Sebaliknya, ulama syafi‟iyah melarang 
nya secara mutlak. 
9) Jual beli buah-buahan atau Tumbuhan, apabila belum 
terdapat buah, disepakati tidak ada akad, seelah ada 
buah tetapi belum matang akadnya fasid menurut 
ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur ulama. 
d. Terlarang sebab Syara‟ 
beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para 
ulama,diantaranya sebagai berikut : 
1) Jual beli riba, riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid 
menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut 
Jumhur ulama. 
2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, 
menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan 
terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur 
ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari 
hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. 
mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan 
patung. 
3) jual beli barang dari hasil pecegatan barang, yakni 
mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat 
yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan 
mendapatkan keuntungan. 
4) Jual beli waktu adzan Jum‟at, yakni bagi laki-laki 
yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum‟at. 
5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar, menurut 
ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah zahirnya sahih, 
tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah 
dan Hanabilah adalah batal 
6) Jual beli orang tua tanpa anaknya yang masih kecil, 
hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat 
mandiri. 
7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, 
seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, 






lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia 
akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi. 
8) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah 
sah jika syarat tersebut baik, seperti “Saya akan 
membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak 
dijahit dulu”. ulama malikiyah membolehkannya jika 
bermanfaat, ulama Syafi‟iyah dibolehkan jika syarat 
maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan 
akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak 
boleh jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.
18
   
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 
 Manfaat dan hukmah yang dapat diperoleh dari 
transaksi jual beli antara lain: 
a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan 
berlapang dada dengan jalan suka sama suka. 
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki 
harta yang diperoleh dengan cara bathil. 
c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang 
halal. 
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak 
(masyarakat). 
e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan 
kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang 
cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah 
Allah SWT. 
f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahmi dan 
persaudaraan antara penjual dan pembeli.
19
 
Menurut Al Jazairi (2000), hikmah disyariatkannya 
jual beli ialah seorang Muslim bisa mendapatkan apa yang 
dibutuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya 
tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan hikmah jual beli 
menurut As Shan‟ani (1995) adalah bahwa kebutuhan 
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manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain 
(temannya); sedangkan temannya itu terkadang tidak mau 
memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual 




6. Macam-Macam Jual Beli 
 Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau 
dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu: jual beli 
yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut 
hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. 
a. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual 
beli  
 Dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang 
dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh 




1) jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu 
melakukan akad jual beli benda atau barang yang 
diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. 
Seperti membeli beras dipasar. 
2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam 
perjanjian, ialah jual beli salam (pesanan), yang 
dimaksud dengan jual beli pesanan ialah perjanjian 
yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan 
hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang 
telah ditetapkan ketika akad. 
3) jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat 
dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam 
karena barangnya tidak tentu atau masih gelap 
sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari 
curian atau barang titipan yang akibatnya dapat 
menimbulkan kerugian salah satu pihak. 
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b. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) 
 Jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 
1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah 
akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi 
orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat 
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan 
kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah 
maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 
pembicaraan dan pernyataan. 
2) Akad jual beli yang dilakukan melalui utusan, 
perantara, tulisan, surat menyurat sama halnya dengan 
ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. 
Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli 
tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi 
melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini 
diperbolehkan menurut syara‟. 
3) Akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) 
atau dikenal dengan istilah mu‟athah, adalah 
mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, 
seperti seseorang mengambil rokok yang sudah 
bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan 




c. Jual beli berdasarkan pertukarannya  
 Secara umum dibagi empat macam : 
1) Jual beli saham (pesanan), adalah jual beli melalui 
pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan 
terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya 
diantar belakangan. 
2) Jual beli muqayadhah (barter), adalah jual beli dengan 
cara menukar barang dengan barang, seperti menukar 
baju dengan sepatu. 
3) Jual beli muthlaq, adalah jual beli barang dengan 
sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, 
seperti uang. 
                                                             






4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual 
beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar 
dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak 
dengan uang emas. 
d. Jual beli berdasarkan segi harga 
Dibagi menjadi empat bagian: 
1) Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah). 
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual 
dengan harga aslinya (at-tauliyah) 
3) Jual beli rugi (al-khasarah). 
4) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan 
harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling 




e. Jual beli dilihat dari segi sighat-nya 
Dibagi menjadi dua bagian : 
1) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dinyatakan 
dengan sighat (redaksi) yang bebas dari kaitannya 
dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan 
datang. 
2) Jual beli ghair mutlaq, yaitu jual beli yang sighat-nya 
(redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau 
disandarkan kepada masa yang akan datang.
24
 
Jumhur fuqaha‟ membagi jual beli kepada shahih dan 
bathil, yakni: 
a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut 
asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada 
hak khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan 
implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu 
barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan 
harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli. 
b. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak 
terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai 
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implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam 
kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, 
yakni :  
1) Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak disyariatkan 
menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan 
syaratnya. Misal, jual beli yang dilakukan oleh orang 
yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli 
terhadap benda yang tidak dibenarkan 




2) Jual beli fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan 
menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak. Misalnya 
jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas 
(ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan 
memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat 
yang tidak di-syariat-kan pada jual beli tersebut yang 




B. Jual Beli Secara Kredit (Ba’i bit Taqsith) 
1. Pengertian Jual Beli Kredit (Ba’i bit Taqsith) 
 Kredit dalam bahasa Arabnya disebut Ba‟i bit Taqsith 
yang pengertiannya menurut isilah syari‟ah, ialah menjual 
sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan 




 Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang 
dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah 
menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum 
membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. 
Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan 
                                                             
25 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
Keuangan Syariah, ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71. 
26 Ibid, 80.  
27 Nilna Mayangkencana Sirait,”Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan 







kesepakatan. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli 
kredit:  
عقد على مبيع حال , بثمن مؤجل, يؤَدى مفرقًاعلى 
 ءمعلومة , يف أوقات معلومةأجزا
“Jual beli dimana barang diserahterimakan terlebih dahulu, 
sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian 
berdasarkan kesepaakatan.28 
 
 Ulama dari empat mazhab, Syafi‟iyah, Hanafiyah, 
Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama 
membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang 
yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash 
maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan 
kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan 
pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. 
Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual 
menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si 
pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit. 
Sebagai deskripsi untuk memperjelas, Ahmad hendak menjual 
mobilnya, ia menawarkannya kepada Burhan “Burhan, belilah 
mobilku ini, kalau cash 100 juta, kalau kredit selama satu 
tahun 120 juta.” Kemudian burhan menjawab “Oke, aku beli 
dengan system kredit 120 juta selama setahun.” maka 
transaksi seperti ini diperbolehkan.
29
 
 Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan 
harga dalam system jual beli kredit. Namun, adanya 
penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti 
penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang 
mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah 
menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena 
adannya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena 
adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan. 
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Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang sejenis 
dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan 
emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara dalam 
jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual 
menerima pembayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter 
ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan 
oleh pembeli system kredit menjadi pengganti untuk penjual 
yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si 
pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut 




2. Hukum Jual Beli Kredit 
Ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli 
dengan system kredit, ada yang membolehkan dan ada yang 
melarang. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan 
menambah harga sebagai ganti atas penundaan pembayaran . 
Ulama yang berpendapat demikian antara lain adalah jumhur 
ulama, termasuk ulama empat mazhab, ulama salaf dan 
ulama-ulama kontemporer. Ibnu Qudamah menyatakan: 
أن وقد روي عن طاووس واْلكم وَحاد أهنم قالوا: ال بأس 
  سيئة كذاكذا وبالن يقول: أبيعك بالنقد
“Diriwayatkan dari Thaus, Hikkam, dan Hammad 
mengatakan „Tidak menjadi masalah bila anda mengatakan : 
Aku jual barang ini dengan harga kontan sekian dan kredit 
sekian.”31 
 
Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit 
berhujjah dengan ayat, hadis dan kaidah fiqihiyah: 
a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 
              
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“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.” 
 
Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual 
beli, baik dilakukan dengan dua harga cash dan kredit 
maupun jual beli hanya dengan harga cash. 
b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 : 
                        
      
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk membayar harga 
secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu 
ditentukan dan jumlah pembayarannya telah ditentukan 
sesuai kesepakatan”.  
 
c. Hadis riwayat Aisyah ra.: 
قَاَلْت َجاَءْت بَرِيَرُة فَ َقاَلْت  –رضى اهلل عنها  –َعْن َعاِئَشَة 
 ِإِّنى َكاتَ ْبُت أَْىِلى َعَلى ِتْسِع أََواٍق , ِِف ُكلى َعاٍم َوِقيٌَّة 
“Dari Aisyah ra. berkata‟ Burairah menebus dirinya dari 
majikan dengan membayar Sembilan awaq setiap 
tahun.”32 
 
 Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau 
menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama 
dengan harga kontan atau ditambah karena adanya tempo 
pembayaran. 
d. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan system 
kredit juga berhujjah dengan kaidah : 
“Pada dasarnya hukum mu‟amalah adalah halal, kecuali 
ada dalil yang melarangnya.” 
                                                             






 Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan 
system kredit, berdasarkan kaidah diatas, maka berarti 
jual beli semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke 
hukum dasar mu‟amalah, yaitu halal. Transaksi seperti ini 
juga berbeda dengan riba nasi‟ah, karena jual beli kredit 
pertambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual 
dan tempo yang diberikan. Sementara dalam riba nasi‟ah 
pertambahan uang hanya sebagai ganti atas penundaan 
pembayaran utang.
33
   
 Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara 
lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, 
Imam Yahya, dan Abu Bakar al- Jashash dari kalangan 
Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka 
berargumen dengan ayat, hadis Nabi dan dalil aqliyah: 
a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 
                
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.” 
 
Ayat diatas mengharamkan riba, termasuk tambahan 
harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan 
pembayaran. 
 
b. Hadis riwayat Abu Hurairah : 
عن أيب ىريرة أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم قال: من باع 
  بيعت ُ يف بيعة فلو أوكسهما أوالربا
“Dari Abu Hurairah Radiallahu‟anhu bahwa Rasulullah 
Saw bersabda: barang siapa menjual dengan dua bai‟ah 
dalam satu baiah (melakukan satu akad untuk dua 
transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling 
rendah atau riba.34 
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c. Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga 
karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli 
sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran 
dalam qiradh. Pengambilan tambahan pembayaran karena 
penundaan pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka 
sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli. 
Jumhur menyanggah argument ulama yang melarang 
penambahan harga hampir terjadi dalam semua system 
jual beli dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam 
jual beli tidaklah dilarang, kecuali tambahan-tambahan 
yang merugikan atau mengandung unsur dzalim. 
Tambahan-tambahan yang terlarang telah dijelaskan 
dalam hadis mengenai barter barang- barang komoditi 
yang sejenis. 
Selain itu, harga bukan termasuk komoditi yang 
terukur dengan takaran atau timbangan, oleh karena itu 
tidak dapat dikategorikan riba. Tambahan yang dilarang 
adalah yang disyaratkan sejak awal sebelum terjadinya 
transaksi, adapun tambahan yang terjadi saat akad, maka 
bukanlah riba yang terlarang.
35
 
Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa jumhur ulama membolehkan 
menentukan harga kredit lebih tinggi daripada harga 
kontan, selama jual beli tersebut memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan dalam menentukan harga secara umum. 
Syarat-syarat dan qawa‟idul bai‟ yang bertalian 
dengan jual beli secara kredit antara lain: 
a. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak 
penjual dan pembeli. 
b. Pembayarannya sudah diketahui oleh kedua belah 
pihak dan rentang waktunya dibatasi. 
c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak 
boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi 
waktu yang telah ditentukan. 
                                                             






d. Hendaknya pihak pembeli bertujuan 
menggunakannya secara pribadi atau menjualkannya 
kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan 
untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan 
hillah (tipu daya), sehingga tergolong bai‟ tawarruq 
yang dilarang oleh Nabi SAW. 
e. Termasuk kategori digunakan pribadi, manakala 
orang yang hendak menikah membeli sesuatu lalu 
menjualnya kembali demi memenuhi kebutuhan 
pernikahannya untuk memelihara pandangan dan 
menjaga harga diri. Maka yang seperti ini boleh, 
lebih-lebih bagi orang yang mau menikah dan 
terpaksa harus menjual barang yang dibelinya. 
Seorang pedagang tidak boleh mengekploitasi 
kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga 




C. Jual Beli Urbun (persekot) 
1. Pengertian Jual Beli Urbun (persekot) 
Panjar dalam bahasa Arab adalah „Urbun ( العربون (. 
Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa 
Arabnya yakni, Urbaan (األربان), ‟Urbaan (العربان) dan Urbun 
 Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual .(األربون)
beli. Berkata penulis kitab Al Misbah Al Munier “Al Arabun 
dengan difathkan huruf „Ain dan Ra‟nya.
37
 
Jual beli urbun yaitu jual beli yang dilakukan dengan 
perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia 
setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia 




                                                             
36 Muhibbuddin, “Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam,” Jurnal 
Pemikiran Hukum Islam, vol. 13, No. 2, (2017): 240, 
https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912 
37 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ed.  (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2003), 118. 
38 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 






Sedangkan jual beli dengan persekot yang dikutip dari 
buku Ibnu Rusyd yaitu dalam bentuk, jika seseorang membeli 
sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepada penjual, 
dengan syarat bahwa apabila jual beli tersebut terjadi antara 
keduanya, maka sebagian harga yang telah diberikan itu 
termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli itu 
tidak terjadi, maka sebagian harga yang telah diberikan itu 
menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut kembali. 
39
 
Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai 
berikut: 
a. Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang 
pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu 
mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke 
dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi 
milik si penjual. 
b. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan 
menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka 
ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi 
mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut 
untukmu”. 
c. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada 
penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan 
apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang 
panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka 
itu milik penjual. Jelas disini bahwa system jual beli ini 




Jual beli panjar adalah pembeli membeli barang dan 
dia membayar sebagian uang mukanya kepada si penjual. Jika 
jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, 
dan jika tidak panjar diambil oleh penjual dengan dasar 
sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual. 
 
                                                             
39 Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujtahid, ed, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 80.  
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2. Hukum Jual Beli Urbun  
Jual beli urbun (persekot) dalam persoalan ini 
kebanyakan ulama amshar (negeri-negeri besar) mengatakan 
bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Sedangkan diriwayatkan 
dari segolongan tabi‟in, bahwa mereka membolehkannya. Di 
antara mereka adalah Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi‟ bin al-Harts 
dan Zaid bin Aslam.
41
 
Dalam hal ini Jumhur ulama berpendapat jual beli 
dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Sementara menurut 
Hanafiyah, jual beli ini fasid. Ulama lain menyatakan jual beli 
ini bathil berdasarkan hadis Nabi : 
ِه َأنَّ النَِّبَّ صلى اهلل  َعْن َعْمِروْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو َعْن َجدى
 عليو وسلم نَ َهى َعْن بَ ْيِع اْلُعْربَانِ 
“Dari Amru ibn Syu‟aib diterima dari bapaknya dari 
kakeknya, sesungguhnya Nabi Saw. melarang jual beli urbun 
(pakai persekot).42 
 
 Madzhab Syafi‟I mengharamkan jual beli „urbun. 
Mereka berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi 
ini dinyatakan sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak 
memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari‟at. 
Jual beli „urbun dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan 
syari‟at karena dapat merugikan salah satu pihak yang 
melakukannya. 
 Shaykh Abu Bakr Jabir al Jazairi dalam kitabnya 
Minhaj al Muslim mengatakan “Seorang muslim tidak 
diperbolehkan mengadakan transaksi „urbun atau mengambil 
uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli, sama sekali, 
karena diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang 
transaksi „urbun.43 
                                                             
41 Ibid, 79.  
42 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
Keuangan Syariah, 79. 
43 Abu Bakr Jabir al Jazairi, Minhaj al Muslim, ed. (Madinatul Munawwarah:Dar 






 Ilat yang terdapat dalam larangan bai‟al-urbun adalah 
karena terdapat dua syarat uang muka yang sudah dibayarkan 
kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan 
mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan 
dibatalkan. 
 Dalil hukum yang tidak memperbolehkan ba‟i ‟urbun 
adalah : 
a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu 
Dawud, dan Malik dari „Amr bin Syu‟aib, beliau 
mengatakan Rasulullah Saw. Melarang jual beli Urban. 
(HR. Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari „Amr 
bin Syu‟aib). 
b. Ba‟i al-Urban diharamkan karena didalam nya terdapat 
syarat (perjanjian) yang fasid (rusak). 
c. Ba‟i al-Urban mengandung ketidak jelasan (gharar) 
terhadap pembeli. Oleh sebab itu, termasuk ba‟i al-
gharar. Sedangkan gharar itu adalah sesuatu yang 
diharamkan.
44 
Imam Ahmad membolehkan jual beli 'urbun, berdalil 
kepada hadits yang diriwayatkan dari Nafi‟ bin Abdul Harits, 
bahwa dia membelikan untuk Umar sebuah rumah guna 
dijadikan penjara. Dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 
4000 (empat  ribu) dirham. Jika Umar rela jual beli 
dilaksanakan dan jika tidak Shafwan mendapatkan 400 (empat 
ratus) dirham yang menjadi panjarnya. 
Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyad berpendapat: Tidak 
apa-apa jika ia tidak menyukai barang, ia mengembalikannya 
dan mengembalikan sebagian panjar. Ibnu Umar 
membolehkan.
45
 Ada juga tabiin yang membolehkan ba‟i al-
urban, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau 
(mujahid) berkata: Bolehnya hukum jual beli dengan 
memakai uang panjar. 
                                                             
44 Rieici Oktapia Rani, “Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum 
Islam” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), 48. 






Dalil hukum Islam yang memperbolehkan Ba‟i al-
Urban adalah Firman Allah SWT 
                 
Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2) : 275). 
 
 Ayat diatas memiliki bersifat umum, yakni 
berhubungan dengan halalnya jual beli, kecuali terdapat dalil 
yang jelas dari Al-Qur‟an maupun Hadits yang melarangnya. 
Begitu juga dalam hal ba‟i al-urban yang tidak ditemukan 
hadis sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli 
tersebut. Oleh sebab itu jual beli tersebut secara hukum adalah 
mubah (boleh) karena zatnya (mubah lidzatihi).46 
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 Ibid, Rieici Oktapia Rani, “Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif 
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